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ABSTRAK 
 

PT Bank NTB Syariah telah melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank 

syariah pada tahun 2018 berdasarkan pada Peraturan Daerah NTB Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah. PT Bank NTB Syariah saat ini masih 

menggunakan struktur modal sebelum dilakukan konversi dimana masih terdapat bercampurnya 

antara yang halal dan haram menurut syariah sedangkan suatu bank syariah harus menggunakan 

modal yang halal sesuai syariah. Dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga telah 

dijelaskan bahwa bunga termasuk dalam riba dan haram hukumnya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. 

Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif normatif. Dalam metode 

pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi dan wawancara. 

Dilakukannya konversi maka PT Bank NTB Syariah harus melakukan kegiatan usahanya 

dengan menggunakan prinsip syariah. Struktur modal PT Bank NTB Syariah saat ini masih 

menggunakan struktur modal sebelum konversi sehingga masih terdapat bercampurnya antara 

yang halal dan haram. Hal tersebut membuat tidak ada pemisahan modal yang jelas antara yang 

halal dan haram. Karena sebelum melakukan konversi PT Bank NTB Syariah merupakan bank 

konvensional sehingga terdapat praktik bunga dimana bunga termasuk dalam riba sebagaimana 

dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga. Walaupun demikian, dalam praktik 

konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah terdapat maslahah yang lebih basar dari 

pada mudharatnya sehingga sesuai dengan tujuan Hukum Islam dan praktik ini dibenarkan dalam 

Islam. 

 

Kata Kunci : PT. Bank NTB Syariah, Perbankan Syariah, Konversi, Modal 
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ABSTRACT 

PT Bank NTB Syariah has converted from a conventional bank to a sharia bank in 2018 

based on the NTB Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning the conversion of PT Bank 

NTB to PT Bank NTB Syariah. PT Bank NTB Syariah is currently still using the capital structure 

before the conversion, where there is still a mix between halal and haram according to sharia, 

while a sharia bank must use halal capital according to sharia. In the MUI Fatwa Number 1 of 

2004 concerning Interest, it has been explained that interest is included in usury and is unlawful.  

This type of research ia a field research with a normative juridical approach. As for the 

data analysis method used is descriptive normative. In the method of data collection the author 

uses the method of observation and interviews.  

With the conversion, PT Bank NTB Syariah must carry out its business activities using 

sharia principles. The current capital structure of PT Bank NTB Syariah is still using the pre-

conversion capital structure so that there is still a mix of halal and haram. This makes there is no 

clear separation of capital between halal and haram. Because before converting PT Bank NTB 

Syariah was a conventional bank, so there was a practice of interest where interest was included 

in usury as stated in the MUI Fatwa Number 1 of 2004 concerning Interest. However, in the 

practice of converting PT Bank NTB to PT Bank NTB Syariah there are benefits that are more 

basic than harm so that it is in accordance with the objectives of Islamic Law and this practice is 

justified in Islam. 

 

Keywords : PT Bank NTB Syariah, sharia banking, conversion, capital. 
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B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

دَة  Ditulis Mutaʻaddidah مُتعََدِّ

 Ditulis ‘iddah عِدَّة

 

C. Taʻ Marbūtah di akhir kata 

1. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Hikmah حِكْمَة

 Ditulis Jizyah جِزْيةَ
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terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, 
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 Ditulis Karāmah al-auliyāʼ كَرَامَةُ الْْوَْليِاَء

 

3. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan 

harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis 

t atau h 

 Ditulis Zakāh al-fiṭri زَكَاةُ الْفطِْرِ 
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      َ    Ditulis A 

    َ    Ditulis I 

     َ   Ditulis U 
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Ditulis 
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 فرُُوض

Ditulis 

ditulis 

Ū 

Furūḍ 
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 بيَْنكَُمْ 

Ditulis 

 

Ditulis 

Ai 

 

Bainakum 
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mati 

 قوَْل

Ditulis 

 

Ditulis 

Au 
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G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu 

kata dipisahkan dengan apostrof 

أنَْتمُ ٍَ Ditulis A’antum 
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H. Kata sandang alif + lam 
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 Ditulis Al-Qur’ān ألَْقرُْآن

 Ditulis Al-Qiyas آلْقيِاَس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan

huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l 

(el) nya 

مَاءَ  ’Ditulis As - Sama الَسَّ

 Ditulis asy- Syams الَشَّمْس
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Institusi perbankan memiliki peranan yang sangat besar dalam perekonomian suatu 

negara saat ini. Perekonomian tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak ada 

institusi perbankan sebagai wadah perputaran keuangan yang merupakan 

komponen penting dalam suatu kegiatan ekonomi. Selain itu, masyarakat modern 

saat ini juga tidak dapat terlepas dari perbankan karena institusi perbankan sendiri 

memiliki peranan penting mulai dari menyimpan, menyalurkan dan melakukan 

transaksi-transaksi keuangan. 

Bank memiliki beberapa fungsi, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa bank merupakan 

sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Selain itu dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat 3 mengenai definisi bank umum yaitu 

bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah 

dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.1 

Di Indonesia perbankan terbagi menjadi dua yaitu, perbankan konvensional dan 

perbankan syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
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usahanya secara konvensional dengan menggunakan sistem bunga. Sedangkan 

bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil. 

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah 

dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.2 Bank syariah sendiri merupakan 

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah  dengan 

menggunakan sistem bagi hasil.  

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

memberi peluang besar bagi perbankan dengan prinsip syariah karena mulai banyak 

bank konvensional yang mengkonversi menjadi syariah. Dalam Undang-undang 

tersebut memungkinkan untuk bank konvensional melakukan konversi menjadi 

bank syariah ataupun membuka cabang unit syariah. Dengan kata lain, sesuai 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut bank umum dapat melakukan dual 

banking system yaitu bank dapat menjalankan sistem operasi secara konvensional 

dan syariah sekaligus, namun sistem tersebut dilakukan secara terpisah dengan 

membentuk cabang atau membuka unit khusus syariah di kantor pusat bank 

tersebut. 

Selain itu, konversi bank konvensional menjadi bank syariah diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kegiatan 

Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Dalam POJK pasal 2 ayat 1 

                                                           
2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
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dijelaskan bahwa bank konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha 

menjadi bank syariah namun pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan pula bahwa bank syariah 

dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank konvensional.3  

Eksistensi perbankan syariah semakin kuat setelah disahkannya Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi salah satu faktor 

mendorong tumbuhnya bank syariah. Dalam hukum Islam juga terdapat dalil-dalil 

yang berkaitan dengan perbankan syariah, diantaranya dalam (Q.S. An Nisa ayat 

29) yang berbunyi : 

يايها الدين ءامنوا لا تاكلوا امو لكم بينكم بالبطل الا ان تكون تجره عن تر اض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله 

 كان بكم رحيما

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang kita untuk memakan harta 

sesama kita dengan cara yang dilarang Islam atau batil. Dari ayat tersebut dapat 

ditafsirkan jika dalam menjalankan kegiatan usahanya suatu bank syariah tidak 

boleh menyimpang dari ajaran Islam. Bank syariah harus menjalankan kegiatan 

usahanya sesuai dengan prinsip syariah agar sesuai dengan prinsip awal berdirinya 

bank syariah, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan dan keadilan serta tidak 

merugikan para pihak terkait. Maka dari itu, bank syariah menerapkan sistem bagi 

hasil dimana tidak ada bunga dalam penerapannya. Dalam (Q.S. An Nisa ayat 161) 

berbunyi : 

                                                           
3  Peraturan OJK Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank 

Konvensional menjadi Bank Syariah. 
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 واخذهم الربوا وقد نهوا عنه واكلهم امول الناس بالبطل واعتدنا للكفرين منهم عذابا اليما

Dalam ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat larangan memakan riba karena 

merupakan hal yang dilarang dalam Islam, sehingga dalam prinsip bank syariah 

dilarang menggunakan riba. Riba sendiri juga merupakan hal yang didapatkan 

dengan cara yang batil tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain dalam ayat 

tersebut, riba juga dijelaskan dalam (Q.S. Ali Imran ayat 130) yang berbunyi : 

عفا مضعفه واتقوا الله لعلكم تفلحونيايها الذين ءامنوا لاتاكلوا الربوا اض  

Dalam ayat tersebut juga menjelaskan mengenai riba. Pada ayat tersebut dijelaskan 

untuk tidak melakukan riba dan selalu bertaqwa kepada Allah. Banyak  ayat yang 

menjelaskan tentang larangan riba, sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa 

riba tidak sesuai dengan prinsip syariah.  

Adanya konversi perbankan dari konvensional menjadi syariah, maka muncul 

pertanyaan bagaimana bank yang dikonversi tersebut mengelola modal mereka. 

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian 

badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping 

untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Modal pada bank 

tidak hanya terdapat pada bank konvensional saja tetapi juga terdapat dalam bank 

syariah. Modal bank syariah, berasal dari :4 

                                                           
4 Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk, dan 

Implementasi Operasional Bank Syariah (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 23. 



 

5 
 

a. Modal sendiri, yaitu simpanan pendiri (modal), cadangan dan hibah, 

infaq atau shadaqah. 

b. Simpanan atau hutang dari pihak lain. 

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Bunga dijelaskan 

bahwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

bunga yang dimaksud untuk dijadikan pedoman. Selain itu, dalam fatwa tersebut 

dijelaskan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba 

yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian, 

praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram 

hukumnya. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan 

oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan 

lainnya maupun dilakukan oleh individu.5  

Salah satu bank konvensional yang melakukan konversi menjadi bank syariah 

adalah PT Bank NTB Syariah. Konversi tersebut telah direncanakan pada tahun 

2014 yang akhirnya direalisasikan pada 13 September 2018 setelah dikeluarkan 

Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB 

menjadi PT Bank NTB Syariah.6 Dengan disahkannya peraturan ini maka PT Bank 

NTB dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip-

prinsip syariah tersebut harus dipatuhi oleh bank syariah mulai dari pendirian 

hingga operasionalnya, termasuk dalam hal permodalan bank syariah. Modal bank 

                                                           
5   Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Bunga. 
6  Peraturan Daerah No 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank 

NTB Syariah. 
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syariah tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan secara syariah, karena 

akan menyebabkan bercampurnya yang haram dan halal. Sesuatu yang halal harus 

secara tegas dipisahkan dengan yang haram, demikian juga sebaliknya.  

Dalam uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai konversi modal PT. Bank NTB menjadi PT. Bank 

NTB Syariah serta permasalahan yang terjadi setelah dikonversi, sehingga penulis 

ingin membahas dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

KONVERSI MODAL BANK NTB DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI 

BANK SYARIAH (Studi Kasus PT Bank NTB)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana struktur modal PT Bank NTB pasca konversi menjadi PT 

Bank NTB Syariah? 

2. Bagaimana tinjauan yuridis dan normatif modal PT Bank NTB pasca 

konversi menjadi PT Bank NTB Syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di 

atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menjelaskan bagaimana struktur modal PT Bank NTB pasca konversi 

menjadi PT Bank NTB Syariah. 

2. Menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis dan normatif modal PT Bank 

NTB pasca konversi menjadi PT Bank NTB Syariah. 

 

D. Manfaat penelitan 

   Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperkaya wacana keilmuan mengenai konversi modal dari bank 

konvensional menjadi bank syariah. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi hukum khususnya 

mengenai konversi modal dari bank konvensional menjadi bank 

syariah. 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar S1 dalam 

bidang Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman mengenai 

konversi modal dari bank konvensional menjadi bank syariah. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

   Penelitian yang membahas tentang perbankan telah banyak diteliti 

oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang sama oleh penyusun namun, yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah konversi 

modal dari bank konvensional menjadi bank syariah serta pembahasan 

mengenai pandangan hukum Islam mengenai konversi modal tersebut, dalam 

penelitian terdahulu diantaranya ialah : 

    Dalam jurnal hasil penelitian Danang Wahyu Muhammad dengan 

judul “Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah” 

menyatakan dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Bank 

Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 oleh Peraturan Bank Indonesia 
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No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah berpotensi tidak 

diterapkannya prinsip syariah kaitannya dengan permodalan Bank Syariah. 

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 maka hilang 

juga ketentuan tentang kepastian modal Bank Syariah tidak berasal dari sumber 

dana yang diharamkan menurut prinsip syariah. Sehingga dengan demikian 

akan berpotensi juga bercampurnya uang haram dengan uang halal, apabila 

modal bank Syariah sudah secara tegas ditentukan bahwa antara yang haram 

dengan yang halal harus dipisahkan. 7 

Dalam jurnal hasil penelitian Ade Yatsyah Basuki dengan judul 

“Analisis Yuridis Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank 

Syariah Pada PT Bank Aceh Syariah” menyatakan pengaturan konversi Bank 

Konvensional menjadi Bank Syariah di Indonesia diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan kegitan 

Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, pasal 2 ayat 1 Bank 

Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank 

Syariah. Prosedur konversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah 

pada PT Bank Aceh Syariah diawali dengan dua tahap yakni pertama 

mengajukan permohonan izin kepada Otoritas Jasa keuangan, dan kedua 

dengan mengajukan perubahan ke Departemen Hukum dan HAM. 

Permohonan ke Otoritas Jasa Keuangan diawali dengan fit and proper test 

terhadap PSP, Direksi, Komisaris, DPS. Apabila kedua tahap tersebut 

                                                           
7  Danang Wahyu Muhammad, “Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank 

Syariah”, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1, 2014. 
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memenuhi syarat maka di berikan persetujuan konversi oleh Otoritas Jasa 

Keungan.8 

Dalam jurnal hasil penelitian Abiyyu Hanif Putranto dengan judul 

“Motivasi dan Strategi Konversi Ke Syariah Bank Pembangunan Daerah (Studi 

Kasus BPD NTB)” menyatakan motivasi BPD NTB melakukan proses 

konversi bank dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal, yang 

menjadi faktor internal adalah hasil RUPS BPD NTB dan dipelopori oleh 

pemegang saham utama Gubernur Provinsi NTB, Muhammad Zainul Majdi, 

yang merupakan seorang transformational leader dan change agent di Provinsi 

NTB. Selanjutnya adalah karena gelar halal tourism yang didapatkan Provinsi 

NTB sehingga pemegang saham ingin memiliki industry halal, yaitu BPD 

NTB. Faktor eksternalnya adalah UU 21 Tahun 2008 mengenai perbankan 

syariah yang mewajibkan Bank dengan unit usaha syariah (UUS)-nya harus 

bertransformasi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) 15 tahun dari peraturan 

ini dibuat (Tahun 2023), jalan yang dapat dilakukan adalah dengan spin off atau 

konversi, BPD NTB memilih memilih jalur konversi karena tidak dituntut 

dengan persyaratan modal yang ada pada jalur spin off.9 

Dalam jurnal hasil penelitian Muhammad Yasir Yusuf dengan judul 

“Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia” menyatakan Perkembangan 

                                                           
8 Ade Yatsyah Basuki, “Analisis Yuridis terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi 

Bank Syariah Pada PT Bank Aceh Syariah”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara , 

Hal. 15-16. 
9  Abiyyu Hanif Putranto, “Motivasi dan Strategi Konversi Ke Syariah Bank Pembangunan 

Daerah (Studi Kasus BPD NTB)”, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2018, Hal. 

9. 
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perbankan syari’ah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dukungan para ulama 

dari berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan 

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa yang diberikan mengenai riba dan 

bunga telah mendorong gerbong perbankan syari’ah menjadi kenyataan hadir 

di tengah-tengah maraknya lembaga keuangan konvensional. Ulama dan 

perbankan syari’ah menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dinamika 

pemikiran ulama tentang bunga bank di Indonesia terus mengalami evolusi 

seiring dengan semakin berkembangnya perbankan syari’ah di Indonesia.10 

Dalam jurnal penelitian Talbani Farlian dan Nuraidar dengan judul 

“Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah” menyatakan 

Capaian bisnis model Bank Aceh Syariah, Bank Aceh Syariah secara internal 

memiliki pendekatan model usaha yang persuasi. Banyak model dan produk 

syariah yang dapat memberikan jawaban atas harapan dengan iklim usaha yang 

sehat dan kondusif bebas dari praktik bunga, sepekulasi dan ketidakpastian 

dalam menerima atau melakukan bisnis perbankan usaha secara syriah itu 

sendiri.11 

Dalam jurnal hasil penelitian Fitri Raya dengan judul “Keuangan 

Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di 

Indonesia ” menyatakan perbankan syariah semakin hari perkembangannya 

semakin dikenal di masyarakat. Tantangan bank syariah ke depan sangatlah 

                                                           
10   Muhammad Yasir Yusuf, “Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia”, Jurnal Media 

Syariah, Vol. XIV No. 2, 2012. 

11  Talbani Farlian dan Nuraidar, “Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi 

Syariah”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 3, No 1, 2017. 
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berat karena harus mampu bersaing dengan kompetitor yang lebih banyak dan 

besar, sehingga bank syariah dituntut untuk mengimbangi bahkan menjawab 

perkembangan tersebut dengan merevolusi dan memberikan terobosan-

terobasan yang tepat agar mampu bertahan dan eksis dalam pola kegiatan 

perekonomian. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi 

landasan normatif dalam menjalankan operasional perbankan syariah.12 

 Dalam jurnal hasil penelitian Oky Dwi Fahrudin dengan judul 

“Manajemen Permodalan Bank Syariah” menyatakan bahwa bank syariah 

adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berorientasi pada laba. Keuntungan 

tidak hanya untuk kepentingan pemilik, tetapi juga sangat penting untuk 

pengembangan bisnis bank syariah. Modal pertama lembaga keuangan adalah 

trust, yaitu kepercayaan dari pihak-pihak yang terhubung atau kredibilitas yang 

dimiliki pelanggan atau masyarakat luas. Sedangkan modal kedua dari sebuah 

lembaga keuangan adalah profesionalisme, yaitu profesionalisme dalam 

mengelola uang atau deposito dana diamatkan kepadanya. 13 

Dalam jurnal hasil penelitian Nursyamsu dengan judul “Struktur 

Modal Pada Perbankan Syariah” menyatakan bahwa struktur modal adalah 

selisih antara modal inti dengan dengan modal asing. Modal merupakan faktor 

yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan 

syariah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Modal didefinisikan 

                                                           
12   Fitri Raya, “Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan 

Syariah di Indonesia”, Az Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

Vol. 12, No. 1, 2020. 
13  Oky Dwi Fahrudin, “Manajemen Permodalan Bank Syariah”, Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor, 2019. 



 

13 
 

sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. 

Modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (net worth) yaitu selisih antara 

nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities) 

suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa 

sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan 

pemegang saham.14 

Dalam jurnal hasil penelitian Zulmi Agustiawan dengan judul 

“Tanggapan Nasabah Terhadap Rencana Konversi Bank NTB Dari Sistem 

Konvensional Ke Sistem Syariah” menyatakan pada Agustus 2018 Bank NTB 

mulai beroperasi sesuai dengan prinsip syariah atau Bank berbasis Syariah, 

artinya nasabah tidak perlu kuatir lagi dengan adanya bunga karena Bank NTB 

berbasis syariah menganut bagi hasil, sehingga masyarakat seharusnya lebih 

memilih perbankan syariah daripada perbankan konvensional.15 

Dalam jurnal hasil penelitian Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, 

Taufan Prasojo Wicaksono S, dan Dewi Hanggraeni dengan judul “Pengaruh 

Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko 

Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh” menyatakan kebijakan daerah 

Aceh untuk melakukan konversi perbankan menjadi Syariah dapat diterapkan 

kepada bank konvensional lainnya karena berdasarkan studi kasus bank Aceh 

memberikan hasil positif terhadap tingkat risiko kebangkrutan dalam 

                                                           
14 Nursyamsu, “Struktur Modal Pada Perbankan Syariah”, Bilancia , Vol. 10, No. 1, 2016. 
15 Zulmi Agustiawan, “Tanggapan Nasabah Terhadap Rencana Konversi Bank NTB 

Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah”, Fakultas Agama Islam, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, 2018. 
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menjalankan model bisnis Syariah. Aceh merupakan salah satu daerah dimana 

mayoritas masyarakatnya merupakan pemegang kepercayaan Islam sehingga 

penerapan Syariah pada perbankan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini 

terbatas pada studi kasus bank Aceh dikarenakan saat ini baru bank Aceh yang 

telah melakukan konversi namun peraturan konversi memiliki batas waktu 

hingga 2020 di Aceh.16 

 

F. Kerangka Teori 

Dalam kerangka penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori 

diantaranya : 

1.  Konversi Perbankan 

Konversi perbankan sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memberi peluang besar untuk bank 

konvensional melakukan konversi menjadi bank syariah ataupun membuka 

cabang unit syariah, ditambah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi salah satu faktor 

mendorong tumbuhnya bank syariah. Selain itu, konversi bank 

konvensional menjadi bank syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 

                                                           
16  Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasojo Wicaksono S, dan Dewi 

Hanggraeni, “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko 

Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 

2019. 
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Keuangan (POJK) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kegiatan 

Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.  

Konversi perbankan sebagaimana dalam Peraturan Daerah No 8 

Tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah 

menjelaskan bahwa PT Bank NTB yang didirikan berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah 

telah diubah kegiatan usahanya dari sistem konvensional menjadi 

berdasarkan prinsip syariah. Maka dengan Peraturan Daerah ini PT Bank 

NTB dikonversi kegiatan usahanya menjadi PT Bank NTB Syariah dan 

dalam menjalankan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. 

Dengan konversi tersebut maka seluruh aktiva dan pasiva pengelolaannya 

dilakukan berdasarkan prinsip syariah.  

2. Bank Syariah 

Bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi 

yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-

dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk 

pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan 

prinsip syariah.17 

Adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah membuat semakin banyak tumbuhnya bank syariah. Banyak bank 

                                                           
17  Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, cet. Ke-3 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 

, 2007), hlm 1. 
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konvensional yang mengkonversi menjadi bank syariah. Bank syariah 

merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan dengan prinsip 

syariah oleh bank syariah seperi menjalankan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk 

lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, 

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada 

organisasi pengelola zakat, menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf 

uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan 

kehendak pemberi wakaf (wakif), serta pelaksanaan fungsi sosial lainnya. 

3. Modal Bank Syariah dalam Hukum Positif 

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir 

tahun buku, setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun 

tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang 

biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk 

pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara 

langsung tidak menghasilkan.18 

Dalam konversi perbankan dari bank konvensional menjadi bank 

syariah tidak bisa terpisahkan dari yang namanya modal. Bank syariah harus 

menggunakan modal yang halal dalam kegiatan usahanya. Modal 

                                                           
18  Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2004). 
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merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu kegiatan usaha, karena 

menjadi penentu bagi perkembangan dan kemajuan sebuah bank karena 

berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Modal bank syariah tidak 

boleh berasal dari sumber yang diharamkan secara syariah, karena akan 

menyebabkan bercampurnya yang haram dan halal. Sesuatu yang halal 

harus secara tegas dipisahkan dengan yang haram, demikian juga sebaliknya.  

Pemisahan antara uang yang haram dengan yang halal menurut 

ketentuan syariah malah terdapat dalam pasal 15 Peraturan Bank Indonesia 

Nomor: 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan 

Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum 

Konvensional, yang menyatakan bank yang memiliki kantor cabang syariah 

wajib: 19 

a. Memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan 

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah: 

b. Menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip 

Syariah; dan 

c. Memasukan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf b ke dalam laporan keuangan gabungan. 

                                                           
19  Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. 
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Pemisahan yang dimaksud pada pasal 15 huruf (a) tersebut supaya tidak 

bercampurnya antara modal dari bank yang memiliki cabang bank syariah 

dengan bank konvensional. 

4. Kehalalan Modal Usaha 

Dalam kegiatan usahanya bank syariah harus menggunakan prinsip 

syariah dimana dari awal berdiri hingga operasionalnya harus 

mengutamakan sumber yang halal. Halal dalam bahasa Arab yaitu 

membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan 

membolehkan. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum 

jika menggunakannya. 20  Dalam konteks yang lebih luas istilah halal 

merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam.  

Dalam bank konvensional dikenal istilah bunga, yaitu balas jasa atas 

pemakaian dana tersebut yang diterima bank dan menjadi keuntungan pihak 

bank tersebut. Sedangkan dalam bank syariah dikenal dengan istilah bagi 

hasil. Bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dikatakan 

sebagai riba dan haram hukumnya. Riba yakni melakukan penambahan atas 

jumlah yang dibayarkan dalam hutang-piutang atau peminjaman atau 

memberikan kelebihan suatu jumlah yang tidak ada imbalannya dalam tukar 

menukar benda riba. 21  Larangan untuk melakukan riba terdapat dalam 

firman Allah Swt. dalam surat Ali-Imran ayat 130 : 

                                                           
20  Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 

2006), hlm 505-506. 
21 Ibn al-Humam, Syarh Fath al-Qadir (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 11-12. 
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 يايها الذين ءامنوا لاتاكلوا الربوا اضعفا مضعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون

Riba merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dalam ayat 

tersebut dijelaskan untuk menghindari melakukan riba sebagai tambahan 

yang berlipat atas modal yang dipinjam. Riba sendiri tidak sesuai dengan 

prinsip dalam bank syariah dimana dalam bank syariah harus berasal dari 

sumber yang halal, sehingga prinsip syariah tetap terjaga. 

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang 

Bunga dijelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang bunga yang dimaksud untuk dijadikan pedoman. 

Selain itu, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa Praktik pembungaan uang 

saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah 

saw, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang 

termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Landasan 

lainnya tentang riba juga terdapat dalam firman Allah Swt. yaitu dalam surat 

Al-Baqarah ayat 279 : 

ءوس امولكم لا تظلمو ن و لا تظلمونفان لم تفعلوا بحرب من الله و ر سوله وان تبتم ر  

5. Kaidah Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan 

Kaidah-kaidah fikih merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum 

yang mengelompokkan masalah-masalah fikih terperinci menjadi beberapa 

kelompok, yakni merupakan kaidah atau pedoman yang memudahkan 

mengistimbatkan hukum bagi suatu masalah dengan cara mengelompokkan 
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masalah-masalah yang serupa di bawah satu kaidah. 22  Imam Abu 

Muhammad ‘Izzuddin Ibnu Abdis Salam dalam kitabnya “Qawa’idul 

Ahkam fi Ma-Sholihil Anam” mengatakan bahwa kaidah-kaidah fikih 

merupakan suatu jalan untuk mendapatkan maslahah dan menolak 

mafsadah.  

Imam Abu Muhammad ‘Izzuddin Ibnu Abdis Salam 

mengembalikan hukum fikih keseluruhannya kepada kaidah fikih di bawah 

ini : 

ءالمفا سد وجلب المصالحدر  

Pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh dengan hal yang 

maslahah dan mafsadat seperti yang dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibnu Abdis 

Salam di dalam kitabnya Qawaidul al-Ahkam di Mushalih al-Anam 

mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara 

menolak mufsadat atau dengan meraih maslahah. Baik maslahah maupun 

mafsadah ada yang untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. 

Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan 

manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingak-

tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatannya.23 

Dalam syariah terdapat perbedaan mana yang harus didahulukan 

antara menolak kemafsadatan atau mengerjakan kemadharatan, hal ini pada 

                                                           
22 Abdul Mujib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawa’idul Fiqhiyyah), cet. ke-7 (Jakarta: 

Kalam Mulia, 2008), hlm. 5. 
23 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 

2011), hlm.2. 
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prinsipnya hanya berorientasi pada sulitnya mengetahui tingkat keunggulan 

masing-masing. Ulama ushul membagi maslahah pada tiga bagian yaitu : 

1. Apabila menghadapi maslahat pada waktu yang sama, dan harus dipilih 

salah satunya, maka pilihlah yang paling maslahat. 

2. Apabila menghadapi mafsadat pada waktu yang sama, maka cara 

memilih untuk meninggalkan adalah dahulukan yang paling buruk 

akibatnya karena pada hakikatnya mengantisipasi hal-hal yang 

menimbulkan kerusakan berarti mengejar maslahat. 

3. Apabila terkumpul antara maslahat dan mafsadat dan antara maslahat 

dan mafsadatnya sama-sama kuat, maka menolak mafsadat (kerusakan) 

lebih utama dari pada meraih maslahat. 

 

G.  Metode Penelitian 

   Dalam penelitian pasti menggunakan motode penelitian untuk 

mencari data-data yang diperlukan dan mendapatkan data tersebut. Metode 

adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan 

jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang 

sitematis.24 Adapun langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

                                                           
24 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cet. ke.1 (Jakarta : 

Rajawali Press, 2003), hlm. 1. 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini ialah 

penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian deskriptif 25 

dengan bentuk yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu 

penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.26 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Normatif 

dimana kaidah fikih menjadi kajian utamanya termasuk Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, disamping itu pendekatan Yuridis 

yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 dan Peraturan Daerah 

(Perda) NTB Nomor 8 Tahun 2018 serta Undang-Undang lainnya yang 

berkaitan dengan perbankan syariah. 

3. Sumber Data Penelitian 

a. Bahan primer, yaitu data lapangan objek penelitian yang 

menggambarkan struktur modal PT Bank NTB Syariah yang diperoleh 

dari hasil observasi lapangan meliputi pengamatan serta wawancara 

terhadap karyawan PT Bank NTB Syariah serta data yang diperoleh dari 

PT Bank NTB Syariah Cabang Mataram. 

b. Bahan sekunder : buku-buku, jurnal-jurnal, internet. 

c. Bahan tersier : kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks 

komulatif. 

                                                           
25 Saifudin Anwar, Metode Penelitian, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 

21. 
26 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), hlm. 163. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a) Wawancara (interview) 

Metode wawancara merupakan salah satu metode yang sering dianggap 

sebagai salah satu metode paling efektif dalam pengumpulan dana primer 

yang ada di lapangan. 27  Dalam wawancara ini dilakukan dengan 

karyawan PT Bank NTB Syariah.  

b) Dokumentasi 

Mengumpulkan data atau memperoleh data dalam bentuk buku, arsip, 

dokumen, tulisan maupun gambar yang berkaitan dengan permasalahan. 

Dokumentasi penelitian ini dengan cara menulis 

c) Observasi 

Mengumpulkan data dengan metode pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan secara langsung : prilaku, kejadian, serta 

kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ada di lapangan dengan 

tujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai prilaku dalam 

kenyataan serta memahami prilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui 

frekuensi suatu kejadian.28 Dalam hal ini penyusun melakukan observasi 

di PT Bank NTB Syariah cabang Mataram. 

  

                                                           
27 Haris Herdiansyah, Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), hlm. 57. 
28 Rianto Adi, Metodelogi Peneltian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 70. 
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H. Sistematika Pembahasan 

   Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini 

dibagi menjadi 5 BAB, yakni : 

a. BAB I membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

b. BAB II membahas tentang teori dan konsep yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai 

konversi modal dari bank konvensional menjadi bank syariah. 

c. BAB III membahas tentang pemaparan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, yang mencakup pelaksanaan konversi modal dari bank 

konvensional menjadi bank syariah dan kesulitan yang muncul setelah 

dikonversi menjadi bank syariah. 

d. BAB IV berisi tentang analisis deskriptif kualitatif terhadap konversi 

modal dari bank konvensional menjadi bank syariah. 

e. BAB V berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan penelitian 

secara keseluruhan yang berkaitan dengan pembahasan masalah, saran-

saran, daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran-lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Salah satu bank konvensional yang melakukan konversi menjadi 

bank syariah yaitu PT Bank NTB yang sekarang menjadi PT Bank NTB 

Syariah. Proses konversi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah NTB 

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB Menjadi PT Bank 

NTB Syariah. PT Bank NTB Syariah saat ini masih menggunakan struktur 

modal yang lama, yaitu sebelum konversi sehingga struktur modal PT Bank 

NTB Syariah saat tidak ada pemisahan yang jelas karena terdapat 

bercampurnya antara yang halal dan haram. Menurut Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (interest) merupakan haram 

hukumnya karena praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi 

kriteria riba yang terjadi pada masa Rasulullah yaitu riba nasiah. Suatu bank 

konvensional pasti melakukan bunga sehingga terjadi riba dan jika bank 

tersebut melakukan konversi menjadi syariah maka unsur riba yang terdapat 

dalam modal sebelumnya akan bercampur jika tidak dilakukan pemisahan 

modal. 

Dalam hal tersebut PT Bank NTB Syariah berkaitan dengan prinsip 

kaidah fikih meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan dan kaidah fikih 

maqashid syariah hifdz al-mal atau memelihara harta. Berdasarkan kaidah 

ushul fikih tersebut maka PT Bank NTB Syariah menerapkan jika maslahat 
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tersebut lebih besar dibandingkan mafsadat yang timbul maka meraih 

maslahat  itu lebih diutamakan dibandingkan menghindari mafsadatnya. Hal 

yang dimaksud adalah tentang modal PT Bank NTB Syariah, walaupun PT 

Bank NTB Syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dengan 

melakukan pemisahan terhadap struktur modalnya namun mafsadat yang 

timbul hanya sedikit yaitu mengenai struktur modal saja sedangkan 

maslahat yang timbul dari dikonversinya PT Bank NTB Syariah lebih besar 

dibandingkan dengan mafsadat yang timbul maka meraih maslahat tersebut 

lebih diutamakan dari pada menghindari mafsadatnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud untuk 

memberikan saran yang semoga bermanfaat bagi pihak perbankan maupun 

bagi peneliti selanjutnya, yaitu : 

1. Untuk pihak bank agar memperhatikan setiap aspek kegiatan usahanya 

agar sesuai dengan prinsip syariah. 

2. Untuk Dewan Pengawas Syariah agar lebih memperhatikan dalam 

menjalankan tugasnya sehingga segala aspek syariah yang belum 

terpenuhi dapat terpenuhi dan berjalan sesuai syariah. 

3. Untuk peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak sumber 

maupun referensi terkait dengan modal bank syariah dan diharapkan 

agar lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan 

pengolahan data sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar. 
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Lampiran 1  

 

TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIST DAN ISTILAH ASING 

Hal Ayat Al-Qur’an 

dan Hadist 

Terjemahan Ayat dan Hadist 

3 An-Nisa (4): 29 “Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang 

batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling 

kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri 

kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu”. 

4 An Nisa (4): 

161 

“Dan juga disebabkan kebiasaan mereka mengambil riba yang mereka 

dilarang darinya dan tindakan mereka yang menghalalkan memakan 

harta manusia tanpa alasan yang membenarkannya, dan kami telah 

menyediakan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah dan RasulNya 

dari kalangan kaum Yahudi siksaan pedih di akhirat” 

4 Ali Imran (3): 

130 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan”. 

20 Al-Baqarah (2): 

279 

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. 
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